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 Kajian Sosial untuk Uji Tuntas Pengadaan Tanah  

Pembangunan Reservoir  

 
 

NUWSP memberikan dukungan kepada Perumda Tirta Sembada,  Sleman (Perumdam) untuk 
pembangunan reservoir bagi pengembangan SPAM di bagian Sleman Barat Kabupaten 
Sleman. Pengadaan tanah diperlukan oleh Perumdam  Sleman untuk keperluan 
pembangunan reservoir dengan kapasitas 375m3 dengan tanah seluas 1.053 m2 yang 
merupakan milik individu. Proses pengadaan tanah telah dimulai sejak Januari 2024 dan 
pembayaran uang muka kepada pemilik tanah telah dilakukan pada 26 Februari 2024 dan 
rencananya akan diselesaikan pada minggu ke dua Juni 2024. Kegiatan pengadaan tanah ini 
telah dilakukan tanpa persetujuan Bank Dunia.  
Laporan uji tuntas pengadaan tanah ini disusun oleh PDAM Tirta Sembada Kabupaten 
Sleman untuk memenuhi ketentuan proyek NUWSP yang diatur oleh Environmental & Social 
Management Framework (ESMF/Framework). Laporan ini mendeskripsikan bahwa kegiatan 
pengadaan tanah telah dilakukan sesuai dengan kententuan yang tertera di dokumen ESMF.  
 
Kronologi pengadaan tanah 

Kronologis proses pengadaan tanah untuk lokasi reservoir:  
- Desember 2023, Perumda Tirta Sembada dan tim DED melakukan survey lapangan ke rencana 

lokasi pembangunan reservoir; 
- 10 Januari 2024, Perumdam Tirta Sembada melakukan konsultasi dengan pemilik tanah dan 

tanaman atas nama Bapak Sarimin tentang rencana pembangunan reservoir yang akan berdampak 
pada tanah dan tanaman miliknya. Dijelaskan bahwa nilai tanah dan tanaman yang terkena tidak 
ditentukan oleh Perumdam tetapi berdasarkan hasil penilaian oleh KJPP (penilai berlisensi) yang 
dikontrak oleh Perumda. Pemilik tanah memahami rencana pembangunan tersebut untuk 
kepentingan pengembangan pelayanan air bersih kepada masyarakat dan tidak keberatan untuk 
melepaskan tanah dan tanaman miliknya. Yang bersangkutan meminta Perumdam untuk 
memberitahukan hasil penilaian KJPP  secara benar dan terbuka.  

- Perumdam Tirta Sembada akan melakukan jual beli tanah langsung dengan pertimbangan tanah 
yang diperlukan kurang dari 5 Ha dan diijinkan oleh regulasi yang ada dan dasar penilaian ganti 
kerugian akan dilakukan oleh penilai publik yang berlisensi; Aset pemilik tanah yang terkena dampak 
adalah tanah seluas 1.053 m2 dan beberapa tanaman dengan jenis Mahoni 10 pohon, Akasia 50 
pohon, Duwet 15 pohon, Melinjo 10 pohon, dan Bambu Duri 20 pohon. 

- 17 Januari 2024 Perumdam Tirta Sembada mengkontrak KJPP untuk menilai tanah dan tanaman 
yang akan terkena dampak pembangunan reservoir. 

- 29 Januari 2024 KJPP melaporkan hasil penilaian aset kepada Perumdam Tirta Sembada Sleman; 
- 7 Februari 2024  PDAM menyampaikan perhitungan harga tanah dan tanaman hasil KJPP kepada 

pemilik tanah. Harga tanah dan tanaman dengan total nilai ganti kerugian sebesar Rp 473.850.000,00 
- 12 Februari 2024 pemilik tanah memberikan surat pernyataan tidak keberatan atas harga tanah dan 

tanaman dan bersedia tanah dan tanaman diatasnya dibeli oleh Perumdam untuk pembangunan 
reservoir 

- 26 Februari 2024 dilakukan Pengikatan Akta Jual Beli di depan Notaris Sugeng Rahayu,SH.,M.Kn 
antara pemilik tanah dengan Perumdam Tirta Sembada, Sleman. Pembayaran dibagi dalam tujuh 
tahap. Mulai tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan September 2024. Dan pembayaran tahap 1 
sebesar Rp 50 Juta. 

- Perumdam Tirta Sembada telah melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp 50 juta kepada 
pemilik tanah pada tanggal 26 Februari 2024. Selanjutnya pembayaran akan dilaksanakan sebanyak 
6 (enam) tahap sampai dengan tanggal 15 September 2024 sesuai dengan Akta Pengikat Jual Beli 
(salinan terlampir) 

- 8 Mei 2024 dalam rapat pertemuan di kantor PDAB, Sleman, Bank Dunia mengingatkan CPMU 
persyaratan ESMF bahwa semua pembayaran ganti kerugian harus diselesaikan oleh PDAM 



sebelum konstruksi dimulai atau sebelum dokumen lelang ditandatangani. Mengingat alokasi 
anggaran sudah tersedia, Perumdam Tirta Sembada bersepakat untuk menyelesaikan semua ganti 
kerugian pada minggu 2 Juni 2024 dan akan menjelaskan hal ini kepada pemilik tanah. 

- Pada tanggal yang sama, PDAM Tirta Sembada dan RMAC2 NUWSP mengunjungi rumah pemilik 
tanah untuk menjelaskan rencana Perumdam yang akan menyelesaikan sisa pembayaran ganti 
kerugian pada minggu kedua Juni 2024 dan setelah pelunasan akan dilakukan proses balik nama 
sertifikat tanah dari Pak Sarimin menjadi milik Perumdam Tirta Sembada, Sleman. 

 
 
Tinjauan Perundangan Pengadaan Tanah 
Peraturan Pemerintah RI No 39 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

untuk Kepentingan Umum. 

Pasal 126 
(1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum 

yang luasnya lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan; 
a. Secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang 

berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau 
b. Dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 
(2) Penetapan lokasi untuk tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

diterbitkan oleh bupati/walikota 
(3) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) 

hektar sebagaimana dimaksud aya (1) harus sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan 
Pemanfaatan Ruang 

(4) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud ada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen 
perencanaan pengadaan tanah dan rencana kerja instansi yang memerlukan tanah 

(5) Dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dapat disusun berdasarkan muatan dan studi kelayakan minimal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 dan 7. 

 
Penilaian tanah dalam rangka Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada aat (1), 
instansi yang memerlukan tanah menggunakan hasil penilaian jasa penilai, penilai publik 
atau penilai pemerintah. 
 
 
Hasil Uji Tuntas Pengadaan Tanah 
 
Kegiatan pengadaan tanah dilakukan dengan mekanisme jual beli tanpa paksaan (voluntary 
land transaction), dilengkapi dengan surat pernyataan persetujuan dari pemilik tanah. Dengan 
demikian, OP.4.12 mengenai pengadaan tanah tidak dengan sukarela tidak berlaku. Diketahui 
juga bahwa harga tanah dan aset yang terdampak dikalkulasi oleh penilai publik yang 
independen (KJPP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nilai yang ditetapkan oleh KJPP 
disepakati oleh pemilik tanah.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 

1. PEMBANGUNAN RESERVOIR 375 M3, POMPA DAN ELEKTRIKAL 
a. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dari Warga 

 

 
 
 



 
 

b. Kwitansi Pembayaran 
 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



c. Surat Pernyataan Boleh Dibangun 
 

 
 
 
 
 
 
 



d. Surat Pengikat Untuk Jual Beli 
 

 















 
 
 
 
 



e. Lokasi  
 

 
 
 

  

 
 
 
 

Lokasi 
Reservoir 



2. JARINGAN PIPA DISTRIBUSI UTAMA, TRANSMISI DAN DISTRIBUSI 
a. Peta Lokasi 

 
 

Peta Penanaman Pipa Distribusi Utama dan Transmisi Bergaris Warna Merah 

 
Peta Pemasangan Pipa Distribusi yang bergaris warna biru dan hijau 
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